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Menimbang         :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan 
kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang 
terwujudnya tujuan pembangunan nasional; 

b. bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, 
diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhi persyaratan 
administratif dan  persyaratan teknis bangunan; 

c. bahwa dalam meningkatkan keselamatan bangunan serta kenyamanan 
dan kesehatan bagi yang menempati bangunan, perlu mengatur tata 
bangunan yang meliputi kondisi fisik dan lingkungan bangunan dalam 
Kabupaten Tanah Datar; 

d. bahwa dengan  telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2005  tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang bangunan gedung, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Tata Bangunan tidak sesuai 
dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti. 

e. bahwa untuk tercapainya maksud huruf a, huruf b,  c dan d, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung. 

 

 

 

 

 



Mengingat           : 
 
 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang 

Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1081 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4247); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4839); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4723); 

 

 

 

 



9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4494); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4592); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 Tentang 
Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Daerah 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Operasional PPNS dalam Penegakan Peraturan Daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1999 tentang  

Penyusunan Rencana Kota. 

18. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 
tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran 
pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 

19. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 
tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran 
pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang 
Pedoman Persyaratan Teknis  Bangunan Gedung. 

 



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang 

Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang 

Pedoman Sertifikat Laik Fungsi  (SLF) Bangunan Gedung. 

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang 

Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung. 

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PKT/M/2007 tenteng 

Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara. 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2007 Nomor 2 Seri E); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  

dan 

BUPATI TANAH DATAR 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan       :   PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG 
 

 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

  
Pasal 1 

 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah penyelenggara Pemerintah 
Kabupaten Tanah Datar. 

4. Bupati adalah Bupati Tanah Datar. 

5. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Izin 
Mendirikan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Perancang atau perencana bangunan adalah seseorang atau kelompok ahli dalam bidang 
arsitektur yang mempunyai keahlian merancang/merencanakan bangunan dengan memiliki 
izin dari instansi terkait yang meliputi perancang arsitektur, perancang struktur dan 
perancang utilitas. 

7. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. 

8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan 
tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah 
dan /atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk 
hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, 
maupun kegiatan khusus. 

9. Bangunan bukan gedung adalah bangunan yang berfungsi dan kegiatannya bukan sebagai 
bangunan gedung. 

10. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya 
untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan 
budaya. 

11. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan 
umum, termasuk yang berupa bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan 
dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus, dan/atau memiliki 
kompleksitas tertentu sehingga dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat 
dan lingkungannya. 

12. Rumah tinggal sederhana adalah bangunan gedung fungsi hunian yang dibangun dengan 
persyaratan teknis konstruksi paling sedikit 2 (dua) lantai, baik rumah tinggal tunggal 
maupun deret. 

13. Fungsi Bangunan gedung adalah bentuk kegiatan utama manusia dalam bangunan 

gedung, seperti fungsi hunian merupakan bentuk kegiatan utama bertempat tinggal. 

14. Klasifikasi Bangunan gedung adalah pengelompokan jenis bangunan gedung berdasarkan 

pemenuhan tingkat persyaratan teknis sesuai fungsinya sebagai dasar pemenuhan tingkat 

persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. 


